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Abslract
Law No. 24/2011 on Social Security lmplementing Agency

will be enacted on January 1, 2014. Ihese sfudies have been
conducted fo see the preparedness of all respecting parties,
especially the regional governments in Surabaya and Medan. /f was
apllied a qualitative method to check problems faced by the earlier
/ocalsocra/security system (the Jamkesda) and the possible similar
future problems which will be encountered by the National Social
Secunfy System and its lmplementing Board. ltwas found thatthere
are no specialpreparationswhich have been made by both regional
governments for the incoming implementation of the law although
there are still questions regarding the categorizations of the poor
and hospitals and their supporting facilities which should be
responsible, and how much premium that must be paid. However,
either in Medan or Surabaya, the regional government argued that
they will be ready to help and execute all instructions of the central
government in theframewrokof implementing the law.
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Abstnk
lmplementasi UU No. 24Tahun 2011 tentang BPJS harus

dimulaipada 1 Januari2014, sehingga diperlukan kesiapan semua
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pihak termasuk pemerintah daerah. penelitian inidilakukan dengan
metode kualitatif, untuk mengetahui kesiapan pemerintah daerah
dalam penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan UU BpJS,
kendala-kendala yang dihadapi, serta bagaimana kelanjutian program
jaminan sosial milik pemerinhh daerah. Hasil penelitian menunjukkan,
tak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh pemerintah daerah
untuk penyelenggaraan jaminan sosialberdasarkan UU BPJS, namun
mereka akan siap membantu dan menjalankan setiap perintah dari
pemerintah pusat terkait impementasi UU BPJS. Ada beberapa
kendala yang dihadapiterkait implementasi UU BpJS, diantaranya
masalah kriteria orang miskin, premi yang harus dibayar, sarana/
prasarana layanan kesehatan, dan klasifikasirumah sakit.

Kata Kunci: uu 2412011, uu BPJS, jaminan sosial, sistem jaminan sosial
nasionat, Surabaya, Medae h q. h {r/.
l. Pendahuluan

A. Latar Belakang
Pada akhir tahun 2011 DPR dan pemerintah menyetujui Rancangan

undang-undang Badan Penyetenggara Jaminan sosial (RUU BpJs) menjadi
Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan
sosial (uu BPJS). uu BPJS akan menjadi dasar penyetenggaraan jaminan
sosialbagi masyarakat Indonesia sebagaimana diamanatkan uu No. 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan SosialNasional(UU SJSN).

Masalah jaminan sosial di Indonesia selama inimasih ditanganisecara
parsial, yang terlihat dari belum komprehensifnya penanganan jaminan sosial
bagi masyarakat. contoh, PNS/TNl/polri mempunyai jaminan sosial dengan
sistem iuran. Namun bagi kelompok masyarakat lainnya, jaminan sosial masih
ditangani secara parsial dengan mekanisme yang seringkali menyulitkan.
lmplementasijaminan sosialdibidang kesehatan dan ketenagakerjaan seringkali
masih bermasalah, sebagaimana contoh kasus berikut.

Pemerintah Kota surabaya memutuskan mengalihkan pengobatan
masyarakat miskin nonkuota jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) ke
rumah sakit lain. Pemindahan pasien miskin tersebut dilakukan karena
Pemerintah Kota surabaya belum menemukan solusitercepat untuk melunasi
utang berupa klaim biaya perawatan warga miskin nonkuota kepada RSUD Dr
soetomo senilai Rp 52,7 juta. Akibat belum dibayarnya utang tersebut, RSUD
Dr soetomo sejak senin, s Desember 2011, memutuskan menghentikan
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pemberian obat gratis kepada pasien miskin nonkuota. Meski demikian, atas
dasar pertimbangan kemanusiaan, biaya perawatan dokter bagi mereka yang

rawat jalan dan rawat inap, juga yang harus menjalanioperasi, masih digratiskan

hingga akhir tahun 2011 . Adapun kebutuhan obat harus dibeli sendiri.l
Meskipun anggaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat

(JPKMS) yang disiapkan Pemerintah Kota Medan mencapai Rp 45 miliar pada

2011 , tapi Kota Medan justru pengguna dana talangan terbesar kedua melalui

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Sumatera Utara. Menurut Kabid
Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Dinas Kesehatan Sumatera

Utara, sebanyak 2.312 pengguna dana talangan melalui Jamkesda Sumuttahun
2011 dengan total klaim yang harus dibayarsebesar Rp17.604.143.877 dari 10

rumah sakit provider yang ada. Darijumlah.total klaim itu, klaim yang sudah

dibayar sebesar Rp291 .177.682. Sedangkan sisanya Rp17.3'12.966.195

menu ng gu Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 20 1 2 selesai. Dari jumlah

total klaim yang harus dibayar itu, enam daerah pengguna dana talangan
terbanyak yakni daerah Deli Serdang sebanyak 496 orang, Medan 284 orang,

Langkat 252 orang, Asahan 240 orang, Binjai 155 orang dan Simalungun

sebanyak 143 orang.2

Pengamat kesehatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas

Sumatera Utara, Destanul Aulia menyayangkan, Kota Medan justru yang

terbanyak menggunakan dana talangan provirlsi. Dana talangan provinsi itu

dimanfaatkan untuk pasien yang tidak tercoler di JPKMS atau Jamkesda. Tapi,

ternyata Medan yang sudah ada Jamkesda dengan anggaran yang cukup besar

hanya menanggulangi penyakit ringan, harusnya bisa mengcover semua
penyakit.3

Karena dianggap mengabaikan hak pekerja, Dinas Sosialdan Tenaga

Kerja Kota Medan memanggilmanajerPT ISS lndonesia Medan. Berdasarkan

penyidikan, ditemukan indikasi perusahaan outsourcing itu telah melanggar

ketentuan ketenagakerjaan. PT ISS Indonesia Medan merupakan perusahaan

outsourcing yang mempekerjakan sekitar 1.000 pekerja di berbagai maldan

bank diMedan. Perusahaan itu diduga melakukan pelanggaran ketenagakerjaan

seperti membayar upah di bawah ketentuan upah minimum kota dan

mengabaikan pembayaran upah lembur. Selain itu, perusahaan juga terindikasi

tidak mendaftarkan para pekerja yang berjumlah sekitar 1.000 orang dalam

jaminan sosial tenaga kerja.4

t http://www.tempo.co/read/n ewst2O11t12lO9/180370799/Surabaya-Alihkan-Pasien-Miskin-ke-
RS-AFlrsyad, diakses Jumat, 25 Mei2012.
2 http://harianandalas.com/index.php?/Medan-Kita/medan-pengguna-dana-talangan-terbesar-
kedua.html., diakses Jumat, 25 Mei 2012.
3 lbid.
4 http://www.jamsoslek.co.id/contenunews.php?id=1701, diakses Jumat, 25 Mei 2012.
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Dalam penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan UU BPJS diperlukan
koordinasiyang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Jika pemerintah pusat
telah menetapkan kebijakan melaluiUU SJSN dan UU BPJS, maka pemerintah
daerah perlu memiliki kesiapan yang komprehensif untuk mendukung dan
menyukseskan penyelenggaraan jaminan sosial masyarakat di wilayahnya.
Selain itu, juga diperlukan komitmen yang kuat daripemerintah daerah agar
penyelenggaraan jaminan sosial dapat diselengganakan secara efektif dan efisien.

Banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, karena
BPJS Kesehatan akan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014, dan BPJS
Ketenagakerjaan akan beroperasi paling lambat tanggal 1 Juli2015. Banyak
hal yang harus dipersiapkan, terutiama menyangkut sistem dan mekanisme
penyelenggaraan jaminan sbsial yang di dalamnya menyangkut kelembagaan,
sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya.

Dalam hal penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan UU BPJS,
pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian dan mempersiapkan diriunfuk
mendukung penyelenggaraan jaminan sosialyang dikendalikan oleh pemerintiah

pusat Meskipun penyelenggaraan jaminan sosial nasional berada dalam kendali
pemerintah pusat, namun karena Indonesia menerapkan sistem pemerintahan

otonomi daerah, maka penyelenggaraan jaminan sosial nasional tidak akan
terlepas dari pemn pemerintah daerah. Dibutuhkan koordinasiyang baik antara
pemerintah pusat dan daerah, agar penyelenggaraan jaminan sosial nasional
dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pemerintah Kota Surabaya, ProvinsiJawa Timurdan Pemerintah Kota
Medan, ProvinsiSumatera Utara adalah sebagian dari pemerintah daerah di
Indonesia yang selama ini telah memiliki program jaminan sosial bagi
masyarakatnya. Oleh karena itu, dengan akan diberlakukannya jaminan sosial
nasional berdasarkan UU BPJS, maka Pemerintah Kota Surabaya, Provinsi
Jawa Timur dan Pemerintah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara harus
memikirkan kembali penyelenggaraan jaminan sosial di wilayahnya.

B. Perumusan Masalah
Penyelenggaraan jaminan sosial sebagaimana diamanatkan UU SJSN

harus diselenggarakan berdasarkan UU BPJS. Pemerintah Kota Surabaya,
Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
selama initelah memiliki Program Jaminan Sosial Daerah yang telah dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat. Akan diberlakukannya UU BPJS menuntut
kesiapan kedua pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program jaminan

sosial melaluidua lembaga yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam hal ini muncul sejumlah pertanyaan: 1 ) Bagaimana kesiapan Pemerintah
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Kota Surabaya, ProvinsiJawa Timur dan Pemerintah Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara dalam penyelenggaraan jaminan sosialberdasarkan UU BPJS?;

2) Kendala apa yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya, ProvinsiJawa Timur
dan Pemerintah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dalam persiapan
penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan UU BPJS?; 3) Dengan
diberlakukannya jaminan sosial nasional berdasarkan UU BPJS, bagaimana
kelanjutan program jaminan sosial daerah milik Pemerintah Kota Surabaya,
ProvinsiJawa Timurdan milik Pemerintah Kota Medan. ProvinsiSumatera Utara
yang selama initelah ada?

G. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut, maka

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Kesiapan Pemerintah Kota
Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utaradalam penyelenggaraan jaminan sosialberdasarkan UU BPJS; 2) Kendala
yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan
Pemerintah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dalam persiapan
penyelenggaraan jaminan sosialberdasarkan UU BPJS; 3) Kelanjutan program
jaminan sosialdaerah milik Pemerintah Kota Surabaya, ProvinsiJawa Timur
dan milik Pemerintah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang selama ini

telah ada, setelah diberlakukannya jaminan sosial berdasarkan UU BPJS.

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
khasanah ilmu pengetahuan sosial, dan secara praktis diharapkan menjadi
masukan bagianggota Komisi lX DPR Rl dalam rangka melakukan tugas di
bidang legislasi, pengawasan, dan budgeting terutama yang terkait dengan
penyelenggaraan jaminan sosial nasonal.

D. Kerangka Teori
Jaminan sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya

peningkatan kesejahteraan manusia. Jaminan sosial adalah halkrusial yang

dibutuhkan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Jaminan
sosialseharusnya dikelola oleh negara dan didistribusikan secara adil kepada
seluruh masyarakat, tanpa seleksi dan diskriminasi, karena setiap manusia
memiliki hak-hak EKOSOB (Ekonomi, Sesial, dan Budaya). Jaminan sosial
terkait erat dengan kemampuan sebuah negara dalam mengelola dan
mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya. Negara yang baik adalah negara
yang mampu memberikan jaminan sosial yang layak bagi masyarakatnya.

MenurutAsyhadie, jaminan sosial dapat diartikan secara luas maupun

sempit. Dalam pengertian luas, jaminan sosial meliputi berbagai usaha yang

dapat dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah. Usaha-usaha tersebut
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oleh Kertonegoro dikelompokkan ke dalam empat kegiatan utama: 1) usaha-
usaha yang berupa pencegahan dan pengembangan, yaitu usaha-usaha di
bidang kesehahn, keagamaan, keluarga berenc€rna, pendidikan, banfuan hukum,
dan lain-lain yang dapatdikelompokkan dalam pelayanan sosial(socla/serurbes);
2) Usaha-usaha yang berupa pemulihan dan penyembuhan, seperti bantuan
untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita cacat dan berbagai
ketunaan yang dapat disebut sebagai bantuan sosial (socnl assrsfance); 3)
Usaha-usaha yang berupa pembinaan, dalam bentuk perbaikan gizi, perumahan,
transmigrasi, koperasi, dan lain-lain yang dapat dikategorikan sebagai sarana
sosiaf (social infrastructurel: 4l usaha-usaha di bidang perlindungan
ketenagakerjaan yang khusus ditujukan untuk masyarakat tenaga kerja yang
merupakan intitenaga pembangunan dan selalu menghadapi risiko-risiko sosial
ekonomis, digolong kan dalam asuransi sosial (socra I in su ra n ce).5

Men urut Soendoro, jaminan sosial berasal dari kata Sosial dan Secunfy,
kata Sosial menunjuk pada istilah masyarakat atau orang banyak (societyl.
Sementara Security diambil dari Bahasa Latin "Securus' yang bermakna "Se'
(pembebasan atau liberationl dan "curus' yang berarti (kesulitan atau
uneasrbness). Dengan demikian, jaminan sosial adalah "pembebasan kesulitan
masyarakaf atau'suatu upaya untuk membebaskan masyarakat dari kesulitan'.6
Menururt lLo, jaminan sosialadalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat
untuk masyarakat melaluiseperangkat kebijaksanaan publik terhadap tekanan-
tekanan ekonomi sosial bahwa jika tidak diadakan sistem jaminan sosial akan
menimbulkan hilangnya sebagian pendapatan sebagaiakibat sakit, persalinan,
kecelakaan kefa, sementara tidak bekerja, haritua dan kematian dini, perawatan
medis termasuk pemberian subsidi bagi anggota keluarga yang membutuhkan.T
Menurut Subianto, hakikat jaminan sosial adalah: 1) Jaminan sosial sebagai
suatu sistem. Sebagaisuatu sistem, jaminan sosial dapat memberikan energi
bagi setiap warga negara dan penduduk suatu negara untuk membangun cita-
cita negaranya menuju masyarakatyang adil, makmurdan sejahtera. Jaminan
sosial merupakan satu sistem yang dibangun, secara mikro maupun makro,
akan berdampak positif bagi kehidupan setiap orang dari suatu negara, dan
sekaligus membangkitkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat
dan negara yang bersangkutan; 2) Jaminan sosial sebagai sumber dana
jangka panjang. Para peserta jaminan sosial memberikan kontribusinya yang
kemudian dikelola oleh lembaga jaminan sosial yang ditunjuk. Kontribusi itu

5 Zaeni Asyhadie, Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di lndonesia. Jakarta:
Rajawaf i Pers, 2007, hlm. 2G27.
6 Emir Soendoro, Jaminan Sosral Sotusi Eangsa lndonesia Eerdikari. Jakarta: Dinov PToGRESS
lndonesia, 2009, hlm. 50.
7 lbid., hal. 51.
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ada yang menamakan iuran, tabungan, atau premi, Kontribusi itu dibayarkan
semasa ia bekerja dan memperoleh penghasilan. Perhitungannya didasarkan
usia. Dana yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga pengelola inimerupakan
tabungan nasional jangka panjang, kemudian dikembangkan dengan cara
diinvestasikan baik langsung maupun melalui pasar modal ataupun pembelian
propertydanlain-lain instrumen keuangan, termasukdeposito. Dengan demikian,
ketika pada saatnya harus dibayarkan kembalikepada peserta, akumulasidana
kontribusi peserta itu tidak akan berkurang nilainya, dan bahkan akan bertambah
dengan hasilinvestasi pengembangan yang dilakukan oleh lembaga pengelola;

3) Jaminan sosial sebagai suatu program. Jaminan sosial dapat berupa
jaminan pensiun, jaminan tunjangan hari tua (THT), jaminan kesehatan, jaminan

kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pendidikan, dan jaminan
perumahan.s

Program jaminan sosial berdasarkan UU BPJS adalah program
nasional, sehingga diperlukan koordinasiyang baik antara pemerintah pusat
dan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk memahamidan memilikikesiapan

dalam menyelenggarakan program jaminan sosialmelalui BPJS Kesehatan dan
BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun jaminan sosial ditentukan dan dikendalikan
pemerintah pusat, namun pemerintah daerah mempunyai andil dalam penyediaan

SDM serta sarana dan prasarana.

Menurut Widaningrum, desentralisasi berimplikasi pada perluasan ruang

bagi pemerintah daerah untuk mengelola pelayanan publik. Perluasan ruang

dan wewenag ini mengandung makna bahwa bekerjanya prinsip subsidiarity
dapat dijamin, karena selagi pemerintah di tingkat paling bawah sanggup
melaksanakan urusan-urusan yang menjadi kewenangannya, maka pemerintah

yang berada ditingkatyang lebih tinggitidak perlu terlibat. Dengan cara seperti

ini pemerintah akan lebih dekat dengan masalah-masalah masyarakat.
Kebutuhan masyarakat juga relatif lebih mudah dikenali. Hasil dan kinerja
pelayanan tersebut sangat tergantung pada bagaimana pemerintah daerah

merespon perubahan yang terjadiserta menjawab kebutuhan masyarakat melalui

berbagai kebijakan dan program daerah.e

Menurut Sarundajang, birokrasi di era otonomi daerah harus mempunyai

tolok ukur untuk menilai kinerja pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat

Sosra/ Nasional: Pitar Penyangga Kemandirian
Perekonomian Bangsa. Jakarta: Penerbit Gibon Books, 2010, hlm. 66-72.
e Ambar Widaningrum, "Desentralisasi, Kapasitas Daerah dan Pengelolaan ..iaringan dalam
Menyelenggarakan Pelayanan Publik" dalam Wahyudi Kumorotomo dan AmbarWidaningrum, Ed.,

Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2010, hlm.

146.
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umurn. Secara internasionaltolok ukur tersebut bisa disebut minimum seruice

standard.lo

masyarakat mendapat pelayanan dasaryang wajib disediakan pemerintah daerah

sesuai ukuran yang ditetapkan oteh pemerintah. Untuk itu ada kriteria dari
kewenangan wajib: 1) Melindungi hak-hak konstitusional perorangan maupun

masyarakat; 2) Melindungi kepentingan nasional yang diterapkan berdasarkan
konsensus nasional demi menjaga keutuhan NKRI, kesejahteraan masyarakat,

ketentraman dan ketertiban umum; 3) Memenuhi komkitmen nasionalyang
berkaitan dengan perjanjian dan konvensiinternasional;4) SPM bersifatdinamis
dan perlu dikaji ulang serta dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan

kebutuhan nasionaldan perkembangan kapasitas daerah; 5) SPM ditentukan
oleh pemerintah secara jelas dan konkret, sesederhana mungkin, tidak terlalu
banyak dan mudah diukur agar layak ditetapkan oleh pemerintah daerah.rl

Sedang menurut Dwiyanto, perbaikan kinerja pelayanan publik di
Indonesia memerlukan kebijakan holistik yang menyentuh semua dimensi yang

selama ini membuat kinerja pelayanan publik di Indonesia menjadi sangat buruk.

Persoalan tersebut meliputi struktur birokrasiyang kompleks dan tidak rasional,

budaya patemalisme dan feodalisme dalam kehidupan masyarakat dan birokrasi,

lemahnya kemampuan civil society untuk melakukan kontrol terhadap perilaku

birokrasidan pejabatnya, gajidan strukturinsentif yang gagal mendorong prestasi

kerja, meritokrasiyang tidak berjalan, serta kemampuan pegawaiyang rendah.

Pemerintah dituntut untuk bisa mengembangkan kebijakan reformasi birokrasi
yang holistik dan melaksanakannya sec€lra konsisten. Hanya dengan cara ini,

reformasi birokrasi di Indonesia akan dapat menghasilkan sosok birokrasiyang
benar-benar mengabdikan dirinya pada kepentingan publik dan menghasilkan
pelayanan publik yang efisien, responsif, dan akuntabel.12

Dalam koordinasiantara pemerintah pusat dan daerah, PNS ditingkat
daerah terutama di lingkungan institusi kesehatan dan ketenagakerjaan dapat
berperan penting. Menurut Jusuf, PNS merupakan elemen dasar dalam sistem

birokrasi pemerintahan yang mengemban tiga tugas pokok: 1) Memberikan
pelayanan umum (public seruice) yang rutin kepada masyarakat; 2) Melakukan
pem berdaya an (e m powe rm e n t) terhadap masyarakat; 3 ) Menyelen g garakan
pembangun an (developmenQ ditengah masyarakat. r3

10 S.H. Sarundajang, Biroknsi dalam Otonomi Daerah: Upaya Mengatasi Kegagalan. Jakarta:
Penerbit I(ATA, 2012, h|m.229.
11lDid., hlm.235-236.
12 Agus Dwiyanto, dkk, Reformasi Eirokrasi Publik di lndonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2008, hlm. 268.
13 H. Jusuf SK, Otonomi Daerah di Pedmpangan Jalan. Jakarta: Penerbit Pustaka Spirit, 2009,
hlm. 102.
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sedangkan dari sisi sarana dan prasarana pemerintah daerah dapat
berperan memfasilitasi berbagaisarana dan prasarana yang diperlukan untuk
penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan UU BpJS.

E. Metodologi

1. Waktu dan Tempat
Proses penelitian dari pembuatan proposal hingga penulisan taporan

dilakukan sejak bulan Januari hingga Desember 2012, di mana penelitian
lapangan dilakukan masing-masing selama lima harididua lokasi penelitian,
yaitu tanggal 5-9 November 2012 di Kota Medan dan tanggal 3-7 Desember
2012di Kota Surabaya.

2. Bahan/Gara Pengumpulan Data
Pemilihan informan menggunakan nonrcndom sampting. tnforman dalam

penelitian ini adalah: 1) Kepala Bidang Bina sosialdan Kepala Bidang pelayanan

sosial Dinas sosialdan Tenaga Kerja Kota Medan; 2) Kepara Bidang sosial
Budayd Badan Perencanaan Pembangunan Kota Medan; 3) Kepala Dinas
Kesehatan Kota Medan; 4) Kepala Bidang Kesejahteraan Badan perencanaan

Pembangunan Kota Surabaya; 5) Pejabat Dinas Kesehatan Kota Surabaya; 6)
Dokter RS swasta di Kota surabaya; 7) Direktur RS BhaktiDharma Husada
Surabaya; 8) Kepala Seksi Norma Kerja dan seorang pejabat pengawas

Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya; g) pejabat pTASKES
cabang Kota surabaya;10) Pimpinan PTJAMSOSTEK Kota surabaya cabang
Jl. Karimunjawa; 11) Jawaban Tertulis Dinas Sosial Kota Surabaya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup kegiatan
pengamatan terhadap situasi, wawancara dengan sejumlah orang, dan review
terhadap dokumen atau arsip yang terkait dengan obyek penelitian. Dalam
penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap perkembangan penyelenggaraan
jaminan sosial nasional berdasarkan uu BPJS, selain juga dilakukan wawancara
kepada narasum ber yang kompeten dalam hal penyelenggaraan jaminan sosial
di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Kota Medan, provinsi Sumatera
utara. Dafam penelitian inijuga dilakukan reviewterhadap sejumlah dokumen
yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan UU BpJS.
studi dokumen dilakukan untuk mempelajari dan meneliti berbagai peristiwa
terkait legislasi dan upaya penyelenggaaran jaminan sosial berdasarkan uu
BPJS, sedangkan wawancara mendalam diarahkan untuk memperoleh data
tentang kesiapan Pemerintah Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan
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Pemerintah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dalam rangka
penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan UU BPJS.

3. Metode Analisis Data
Metode penelitian ini adalah kuatitatif sebagaimana dikemukakan

Merriam yang dikutip creswellla, di mana dalam penelitian ini lebih ditekankan
proses daripada hasil, untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang
kesiapan Pemerintah Kota surabaya, Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kota
Medan, Provinsisumatera uhra dalam penyelenggar:aan jaminan sosialnasional
berdasarkan UU BPJS.

Langkah pertama analisis data dalam penelitian ini adalah koding
terhadap hasil-hasil temuan fapangan. Hal ini dilakukan dalam rangka
mengidentifikasi data-data yang relevan untuk diolah lebih lanjut. Setelah
melakukan koding tersebut, maka langkah bedkutnya adalah melakukan analisis
terhadap temuan'temuan lapangan terkait kesiapan kedua pemerintah daerah
dalam penyelenggaraan program jaminan sosialberdasarkan UU BPJS. Dalam
hal ini, analisis data menggunakan teori-teoridan konsep-konsep sebagaimana
dikemukakan dalam proposal.

ll. Hasil Penelitian dan pembahasan

A. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Berdasarkan UU BPJS

1. Amanat UU SJSN
UU SJSN mengamanatkan terbentuknya sistem jaminan sosialnasional

bagiseluruh masyarakatlndonesia. MenurutPasal l Angka 1 UU SJSN, "Jaminan
sosialadalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh
rakyat agardapat memenuhikeutuhan dasar hidupnya yang layak'. Berdasarkan
Pasal2S UU SJSN, jenis program jaminan sosialmeliputi: 1)Jaminan kesehatan;
2) Jaminan kecelakaan kerja; 3) Jaminan haritua, 4) Jaminan pensiun; dan 5)
Jaminan kematian. Sedangkan untuk mewujudkan jaminan-jaminan tersebut,
negara menentukan adanya dua badan yang bertugas dan bertaggung jawab,
yaitu badan penyelenggara jaminan sosial. Menurut Pasal 1 Butir6 UU SJSN,
Badan penyelenggara jaminan sosialadalah badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan sosial. Badan inidibagi menjadidua, yaitu
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

11 John W. Creswell, Researcf Design, Qualitative and Quantitative Approaches. California:
SAGE Publications, Inc. p. 145.
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UU SJSN tidak dapatdiselenggarakan karena belum ada undang-undang
yang menjadipayung hukumnya. Dalam UU SJSN diamanatkan bahwa program
jaminan sosial diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
namun ketentuan tentang badan tersebut diatur dengan undang-undang yang

harus dibuat paling lama lima tahun setelahnya.
Pembahasan RUU BPJS merupakan perjalanan panjang. Keterlambatan

atas terbentuknya UU BPJS bukan saja disebabkan kurangnya komitmen
pemerintah pada masa lalu, namun juga karena banyaknya unsur kepentingan
yang bermain, sehingga sempat te{adigelombang penolakan pengesahan RUU

BPJS. Sedikitnya 20 organisasi pekerja/buruh (swasta dan BUMN) menolak
rencana pemerintah dan DPR menggabungkan empat BUMN jaminan sosial
yang ada, yakniPT.ASKES, PT. TASPEN, PT,ASABRI, dan PT, JAMSOSTEK

Rencana penggabungan empat lembaga tersebut dinilai mengandung agenda

tersembunyi yang terindikasi diboncengi "pihak asing" untuk memanfaatkan

atau mengelola dana jaminan sosialyang ada diempat BUMN jaminan sosial

tersebut. Dana yang dikelola empat BUMN jaminan sosial tersebut saat itu
mencapai Rp 200 triliun. Dikhawatirkan, UU BPJS nantinya tidak terbebas dari

upaya komersialisasi, privatisasi, profitisasi, dan kapitalisasi untuk kepentingan

kelompok tertentu, apalagi pihak asing. Sementara, Menteri BUMN saat itu

menekankan agar keempat BUMN jaminan sosial itu tidak dilebur menjadisatu
lembage/badan. Dalam halini, pemerintah lebih mendorong pembentukan BPJS

baru untuk melayani masyarakat miskin dan tidak mampu.1s Dalam hal ini masih

terjadi perbedaan pandangan dan persepsitentang sistem jaminan sosial di

antara berbagai pihak, terutama kesan bahwa para peserta program jaminan

sosialdarikalangan pekerja dan pegawaipemerintah akan berbagi kepada kaum

miskin.

2. Jaminan Sosial Berdasarkan UU BPJS
Dengan disahkannya UU BPJS maka tak ada alasan bagi pemerintah

untuk tidak menyelenggarakan program jaminan sosial bagi seluruh masyarakat

f ndonesia. Penyelengg araan jaminan kesehatan untuk masyarakat diamanatkan

sebagaimana tertuang dalam Pasal 60 Ayat UU No. 24 Tahun 2011 tentang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
(1) BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan

kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014.

rs "Rencana Pengesahan RUU BPJS, Gelombang-Gelombang PenolakanAkan Kian Membesar,

Senin, 11 Juli 2011, htto://www.iamsostek.co.id/contenU news.oho?id=2224, diakses Senin , 19

Juli2011 .
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(2) Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1 ):

a. Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan
kesehatan masyarakat;

b. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian
Republik I ndonesia tidak lag i menyelenggarakan prog ram pelayanan
kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu
berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan
Peraturan Presiden; dan

c. PT JAMSOSTEK (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program
jaminan pemeliharaan kesehatan.

(3) Pada saat BPJS Kesehatan mulaiberoperasisebagaimana dimaksud pada

ayat (1):

a. PTAskes (Persero) dinyatakan bubartanpa likuidasidan semua aset
dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero)

menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS

Kesehatan:
b. semua pegarai PTAskes (Persero) menjadipegawai BPJS Kesehatan;

Para pemangku kepentingan segera berbenah diri mempersiapkan
penyelenggaraan jaminan sosial nasional sebagaimana diamanatkan UU SJSN.
Batas waktu sampai dengan tanggal 1 Januari 2014 untuk dimulainya jaminan

sosial nasional di bidang kesehatan merupakan waktu yang relatif singkat
dibandingkan kondisi permasalahan yang ada. Dengan berlakunya BPJS

Kesehatan, maka semua lembaga yang selama ini memberikan pelayanan

kesehatan harus bergabung dalam BPJS Kesehatan, sehingga tak ada lagi

lembaga khusus yang memberikan pelayanan kesehatan khusus sepertiTNl/
POLRI/ dan sebagainya. Beroperasinya BPJS Kesehatan menuntut peralihan

aset, peralihan sumberdaya manusia, dan sebagainya darilembaga pelayanan

kesehatan yang sudah ada ke BPJS Kesehatan, dan ini membutuhkan waktu
serta strategidan tindakan yang tepat.

Terkait BPJS Ketenagakerjaan, Pasal 62 UU BPJS berbunyi:
(1) PT JAMSOSTEK (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada

tanggal 1 Januari2014.
(2) Pada saat PT JAMSOSTEK (Persero) berubah menjadi BPJS

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat ('t ):
a. PT JAMSOSTEK (Persero)dinyatakan bubartanpa likuidasidan semua

aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT JAMSOSTEK
(Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum
BPJS Ketenagakerjaan;
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b. semua pegawai PT JAMSOSTEK (persero) beralih menjadipegawaa
BPJS Ketenagakerjaan;

c. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan
kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian yang
selama ini diselenggarakan oleh PT JAMSOSTEK (persero), termasuk
menerima peserta baru, sampai dengan beroperasinya BpJS
Ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan
Pasal 38 dan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor
40Tahun 2004 tenhng Sistem Jaminan Sosial Nasional(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4456), paling lambat 1 Juli201S.

Berlakunya penyelenggaraan program jaminan sosial di bidang
ketenagakerjaan membutuhkan persiapan berupa pengalihan kelembagaan
beserta asetnya, namun untuk PT ASABRT dan PT TASPEN diberi batas
waktu sebagaimana tertuang dalam Pasal65 UU BPJS:
(1) PTASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi sosial

Angkatan Bersenjata Republik lndonesia dan program pembayaran pensiun
ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambattahun 2029.

(2) PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari
tua dan program pembayaran pensiun dari PTTASPEN (Persero) ke BpJS
Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029".

B. Kesiapan Pemerintah

1. Pemerintah Kota Surabaya

1.a. Kesiapan
Belum ada persiapan khusus terkait akan beroperasinya BPJS

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Surabaya. Namun, Pemerintah
Kota Surabaya siap menjalankan perintah pusat. Belum jelas bagaimana teknis
penyelenggaraan dan peran Pemerintah Kota Surabaya. Masih banyak
pertanyaan seperti:Apakah Pemerintah Kota Surabaya akan sharing dengan
PTASKES, seberapa banyak premi untuk masyarakat miskin, bagaimana kriteria
dan data mana yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan, dan
sebagainya.16 Penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan UU BPJS
merupakan kerja besaryang membutuhkan banyak energidari para pengambil

16 Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kesejahteraan Badan Perencanaan Pembangunan
Kota Surabaya, Selasa, 4 Desember 2012.
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kebijakan dan pelaksana dilapangan, Narnun hingga akhir tahun2}l2,pergulatan
ketat masih berada di tingkat elit pusat yang mempersiapkan peraturan
pelaksanaan BPJS Kesehatin dan BPJS Ketenalakerjaan. sedang dirapangan
masih berlangsung layanan sebagaimana biasa.

Semua RS di Kota Surabaya akan mengikuti mekanisme yang
ditetapkan pemerintah pusat. Namun perlu ada kejelasan pola layanan dalam
BPJS Kesehatan, agar tidak membingungkan para petugas lapangan. perlu

kejefasan totalrate (pembiayaan) bagipasien yang ditanggung pemerinhh pusat
dan pemerintah kota.rT Masalah mekanisme dan besaran iuran yang dibayarkan
untuk masyarakat miskin perlu diperjelas, karena selama ini para dokter dan
paramedis di lapangan sering terjebak pada masalah administrasi pasien,
padahal tugas yang sesungguhnya adalah mengobati.

Diharapkan, pemerintah pusat serius, kalau membantu masyarakat
miskin harus total. Selama ini banyak kasus bantuan yang bersifat parsial,
misalnya pasien Diabetes dibatasi Rp. 10 Juta, tapidalam perjalanannya ada
komplikasijantung dan ginjalsehingga biayanya mencapaiRp. 50 juta, apakah
pasien inidibiarkan mati? Perlu ditekankan, memberipertolongan hanya ada
dua kemungkinan, 'sampaisembuh atau meninggal". Selama ini RS juga sering
direpotkan berbagai kasus pembiayaan. Misalnya, RS sudah menggunakan lT,

semua pasien sudah diprognam dari awal sampai akhir perawatian, tapi seorang
pasien yang semula masuk sebagai pasien umum lalu 3 hari kemudian
mengajukan surat jaminan. Siapa yang harus membayar selisihnya? Status
pasien harus jelas, kartu jaminan harus jelas, supaya petayanan kesehatan
dapat berjalan lancar.ra INA CBG'S, sebuah sistem softv'tare yang disepakati
secara internasional untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat
ternyata belum sepenuhnya tepat untuk Indonesia, karena masukan data awal
masyarakat miskin yang tidak jelas. Oleh karenanya, penggunaan sistem ini
perlu dievaluasi, jika dipertahankan harus diiringi pencatatan dan status yang
jelas dari pasien. Namun jika tak ada jaminan pencatatan dan kriteria pasien
yang jelas, sebaiknya sistem ini tidak digunakan lagi.

Belum ada kejelasan peran Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya terkait
UU BPJS. Jika terjadi peleburan semua badan penyelenggara jaminan sosial
kedalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, akan terjadipeleburan
semua pegawai negeri, TNI/POLRI, dan pekerja (swasta). Siapa yang akan
melakukan pengawasan. Kalau pihak Dinas Tenaga Kerja masih melakukan

t7 Hasil wawancara dengan seorang dokter RS Swasta di Kota Surabaya, Selasa,4 Desember
2012.
i8 Hasil wawancara dengan Direktur RS Bhakti Dharma Husada Surabaya, Selasa, 4 Desember
2012.
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pengawasani apakah termasuk juga mengawasi PNS/TNUPOLRI? Siapa yang
nantiakan melakukan penyidikan? selama ini Pegawas Ketenagakerjaan hanya
mengawasi para pekerja (swasta).le Jika dicermati UU BPJS, dari pasal 21 s.d
Pasal 39 berisi ketentuan tentang Dewan Pengawas, namun belum jelas apakah
pegawai pengawas yang ada selama ini akan termasuk didalamnya, mengingat
cara pemfihannya yang mengharuskan adanya ketetapan presiden .

Jamsostek terus melakukan berbagai upaya termasuk sosialisasi
internal& eksternal. shtus PTJAMSosrEKakan tetap sebagai BUMN. Namun
tantangannya semakin berat, di setiap wilayah harus ada kantor cabang atu
perwakilan, sehingga PT JAMSOSTEK harus menambah banyak kantor
pelayanan. Pada saat berlakunya UU BPJS, diwilayah terpencilsepertiKepala
Burung, Papua misalnya (walau potensinya kecil), harus ada kantor cabang.20
Hal ini merupakan tantangan besar, bukan saja darisisisumberdaya manusia,
namun juga sarana/prasarana. Dalam hal ini penambahan kantor baru sebaiknya
melibatkan pemerintah daerah untuk mewujudkan adanya kantor-kantor cabang
BPJS diseluruh wilayah Indonesia. Namun hingga di penghujung tahun 2012,
belum ada aksiyang terlihatdari pemerintah daerah.

1.b. Kendala
Pofa pelayanan dengan sistem INA CBG'S, sebuah software yang

merupakan kesepakatan internasional, yang berisi tentang data pasien yang
menjadiacuan layanan kesehatan, ada kelemahan, dimanaterjadiketidakadilan
penghargaan dokter dan paramedis, karena adanya pembedaan kelas RS.
Misalnya RSUD Dr. Moh. Suwandhie dan RS Bhakti Dharma Husada karena
berbeda kelas, maka walau layanan dan alatnya sama, tapi para dokter dan
paramedisnya tidak dihargai sama.2l Program jaminan sosial nasional
berdasarkan UU BPJS didasarkan pada keinginan memberikan layanan
kesehatan yang memenuhi standar, semua dokter dan paramedis dituntut
melakukan halyang sama, dengan profesionalisme yang sama, namun dalam
kenyataan terjadi diskriminasi penghargaan akibat adanya pembedaan kelas
RS. Hal ini perlu ditinjau kembali, agar semua dokter dan paramedis nantinya
dapat bekerja secara profesional.

le Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Norma Kerja dan seorang pejabat Pengawas
Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, Selasa, 4 Desember 2012.r Hasil wawancara dengan Kepala Jamsostek Kota Surabaya Cabang Jl. Karimunjawa, Rabu, 5
Desember 2012.
2t Hasil wawancara dengan seorang pejabat Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Selasa, 4
Desember2O12.
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Selama ini Pemerintah Kota Surabaya menggunakan data BPS untuk

penerima Jamkesmas (dana APBN), dan menggunakan data yang dihimpun

dan diolah sendiri untuk program jamkesda (APBD). Yang melakukan verifikasi

data penerima jamkesda selama iniadalah segenap Satuan Kerja Pemerintah

Daerah (SKPD). Untuktahun 2012teqadi penurunan angka kemiskinan diKota

Surabaya, namun yang ditanggung jamkesda adalah orang di luar kuota

jamkesmas, dan jumlah bantuan yang diberikan angkanya tidak pasti (karena

bantuan diberikan sampaiyang bersangkutan sembuh atau meninggal). Dalam

BPJS nanti, seharusnya bantuan kepada masyarakat miskin total, supaya tidak

membingungkan dokter dan paramedis. Tapi yang terpenting lagi adalah

bagaimana sharing antara APBN dan APBD, agar tidak ada benturan administrasi

di lapangan.22 Masalah data kemiskinan perlu dievaluasi, agar kriteria orang

miskin tidak mengalami kerancuan atau diselewengkan. Perlu dilakukan update

data yang kontinyu dalam waktu yang tidak terlalau lama, karena program

jaminan sosialmembutuhkan aktualitas data pasien. Selain itu diperlukan data

tunggal yang disepakati bersama antara instansi pemerintah, yang dapat

digunakan untuk berbagai keperluan administrasi pemerintahan.

Selama ini banyak penyimpangan, pasien jamkesmas banyak orang

mampu. Nanti harus ada kejelasan data orang miskin, agar bantuan tidak salah

sasaran. Kendala lain, adanya pebedaan kelas RS, ini adalah ketidakadilan

bagi para dokterdan paramedis, mereka tidak mendapatkan penghargaan yang

setara. Dalam hal ini sebaiknya sistem INA CBG'S ditinjau ulang.23 Masalah

ketidakjelasan data orang miskin seringkali mengganggu kinerja dokter dan

paramedis yang harus memberikan pelayanan berdasarkan sistem INA CBG'S.

Oleh karena itu, pada saat berlakunya UU BPJS, perlu dilakukan pencatatan

data yang benar, dan juga perlunya peninjauan kembalisistem INACBG'S.

Menurut uu SJSN, semua penduduk akan dicakup asuransi pemerintah,

padahal dalam kenyataan warga masyarakat yang mampu harus mengiur. Jadi

perlu sosialisasi tentang batasan asuransi.24 Sosialisasi tentiang program jaminan

sosial berdasarkan UU BPJS sangat penting dilakukan, agar masyarakat

memahamihak dan kewajibannya. Perlu ditekankan, warga yang mampu harus

mengiur dan warga yang miskin iurannya dibayar oleh pemerintah.

Perlu kejelasan, kalau orang miskin dibayarkan asuransinya oleh

pemerintah, maka bagi masyarakat yang mengiur harus bisa mendapatkan hasil

z Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kesejahteraan Badan Perencanaan Pembangunan

Kota Surabaya, Selasa, 4 Desember 2012.
a Hasil wawancara dengan Direktur RS Bhakti Dharma Husada Surabaya, Selasa, 4 Desember

2012.
2a Hasil wawancara dengan seorang dokter RS Swasta di Kota Surabaya, Selasa, 4 Desember

2012.

284 Kajian VoL 18 No.2 Juni2013



usaha dari uang pengembangan yang dikelola badan penyelenggara. Hal ini
untuk menjaga agar tidak terjadi moral hazarddalam pengelolaan dana amanat.
Perlu kesamaan persepsi antara pengelola asuransi dan masyarakat tentang
pembiayaan yang efektif da efisien.2s Hal ini sangat penting untuk ditekankan,
mengingat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga nirlaba,
yang bertugas mengelola dana amanat masyarakat.

Masalah rujukan seringkali membingungkan. perlu mekanisme yang
tepat, pasien dirujuk untuk datang ke RS yang terdekat atau bisa diRS mana
saja dalam kondisidarurat. RS milik pemerintah maupun swastia harus melayani.
Agar tidak terjadi moral hazard, juga pertu sosialisasi tentang layanan RS.
Misalnya, ketika pasien akan operasicaesardengan jaminan Rp. 2 Juta, maka
kalau kemudian ada penyakit lain, agar biayanya tidak terlalu besar.m Masalah
mekanisme layanan harus ditetapkan dan disosialisasikan secara jelas, agar
tidak menimbulkan kebingunangan dalam masyarakat. prinsipnya, memberi
kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan.layanan kesehatan, dan
prinsip kedekatan dengan tempat tinggaf pasien pertu dikedepankan.

Kendala lain adalah kurang proaktifnya pemerintah daerah dan dan pT
ASKES. Pihak pemerintah daerah, seharusnya segera merencanakan tambahan
kantor-kantor cabang pelayanan BPJS Kesehatan, kalau belum bisa kantor
permanen bisa berupa outlet, atau menumpang sementara di kantor lain, tetapi
sampai akhir tahun 2012 belum ada tanda-tanda ke arah itu.27 Masalah ini penting
untuk diperhatikan, karena waktu yang sangat singkat dalam penyiapan
penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan UU BPJS.

Pihak Disnakermasih menyangsikan iuran pekerja, akan sulitmeminta
pekerja membayar sendiri iuran asuransi. Dalam UU BPJS ada sanksi bagi
pengusaha yang tidak mengumpulkan dan menyetorkan iuran asuransi
pekerjanya, tapi tidak jelas siapa yang akan menghukum, siapa yang mengawasi,
dan juga tidak jelas bagaimana jika pekerja tidak mau bayar iuran.28 Hal ini
mungkin masih perlu kajian yang komprehensif, mengingat DinasTenaga Kerja
sendiri belum bisa melihat kemungkinan perannya dalam BPJS Ketenagake{aan.
Meskipun disebut adanya Dewan Pengawas dala UU BPJS, namun haltersebut
belum menyiratkan kemungkinan peran para pengawas ketenagakerjaan yang
telah ada selama ini.

6 Hasil wawancara dengan seorang pejabat Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Setasa, 4
Desember 2012.
$ Hasil wawancara dengan seorang dokter RS Swasta di Kota Surabaya, Selasa, 4 Desember
2012.
27 Hasil wawancara dengan Kepala Jamsostek Kota Surabaya Cabang Jl. Karimunjawa, Rabu, 5
Desember 2012.
28 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Norma Kerja dan seorang pejabat Pengawas
Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, Selasa, 4 Desember 2012.
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Peserta selama ini iurannya dibayaroleh perusahaan, tetapi nanti harus
bayar sendiri. Untuk BPJS Kesehatan, iuran 5% gaji dari peserta, yang 3%
dibayar oleh perusahaan dan sisanya yang 2% dibayar oleh pekerja. Untuk
peserta, nanti akan ada 2 kategori, yaitu peserta yang dianggap mampu
(membayar iuran) dan peserta yang dianggap tidak mampu/miskin (dibiayai
APBN). Sedangkan solusi untuk pekerja, terkait iuran 5% gaji, untuk 1 tahun
pertama ya ng 4o/oakan dibayar oleh perusahaan dan yang 1o/o dibayar pekerja.
Setelah itu, pembayaran sesuaiketetapan dengan proporsi (2%dan3%).2e Hal
inimerupakan tantangan besar bagiJamsostek, karena terjaditransisi beban di
mana pekerja harus mengiur untuk Jamsostek atas dirinya. Walau UU BPJS
telah mengatur, namun kemungkinan dalam prakteknya tidak akan mudah.

1.c. Kelanjutan Program Jamkesda
Rencana penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan UU BPJS

memunculkan pertanyaan yang harus dijawab oleh Pemerintah Kotia Surabaya,
yakni terkait kelanjutan program jamkesda yang selama initelah ada. Selama
ini Kota Surabaya dikenal sebagai pemerintah kota yang responsif dalam
memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat melalui jamkesda, dan
masyarakat pun telah merasakan manfaat dari program tersebut.

Pemerintah Kota Surabaya belum memutuskan apakah program
jamskesda akan dipertahankan, dihapus, atau dilebur ke dalam BPJS. Namun
jika dipandang dari sudut UU BPJS dapat ditafsirkan, progrdm Jamkesda di
Kota Surabaya nantinya akan lebur dengan BPJS Kesehatan yang dikelola
oleh pemerintah pusat. Bagi Pemerintah Kota Surabaya sendiri, apapun yang

terjadi nanti, yang penting jelas aturan mainnya, yaitu bagaimana kerjasama
alau sharing antara pemerintah pusat dan pemerintah kota.

Menurut Pimpinan PT JAMSOSTEK Kota Surabaya Cabang Jl.
Karimunjawa, semua jamsosda akan hilang, leburdalam BPJS Kesehatan. Hal
ini karena cakupannya adalah seluruh penduduk. Sebelumnya, hanya daerah
kaya yang memilikijamsosda.s Jika benar demikian, maka tidak akan ada lagi
dikotomi tentang jaminan sosial kuota dan non kuota, yang ada adalah
kesepakatan nasional untuk memberikan jaminan sosial bagi seluruh
masyarakat Indonesia.

Terkait masalah kesiapan Pemerintah Kota Surabaya dalam
penyelenggaraan jaminan soial berdasarkan UU BPJS, jika dilihatdari konsep
Widaningrum, maka Pemerintah Kota Surabaya memiliki ruang yang luas untuk

I Hasil wawancara dengan Kepala Jamsostek Kota Surabaya Cabang Jl. Karimunjawa, Rabu, 5
Desember 2012.
s Hasil wawancara dengan Kepala Jamsostek Kota Surabaya Cabang Jl. Karimunjawa, Rabu, S
Desember 2012.
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mengelola pelayanan publik di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Namun
berdasarkan kendala-kendala yang dikemukakan para narasumber terkait
pelayanan di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, maka dapat dikatakan
bahwa Pemerintah Kota surabaya belum memilikikesiapan yang memadai untuk
penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan uu BpJS. padahal sebagaimana
menurut widaningrum, Pemerintah Kota surabaya seharusnya sanggup
melaksanakan urusan-urusan yang menjadi kewenangannya terkait masalah
jaminan sosial. Namun dalam kenyataan, banyak kendala yang dihadapirumah
sakit dalam rangka memberikan pelayanan seperti masalah klasifikasi rumah
sakit. Deskriminasi dokter dan paramedia, sistem INAGBG's yang sulit
diterapkan, masalah rujukan yang tidak efisien, dan sebagianya. Disisi lain, di
bidang ketenagkerjaan, masalah ketidakpastian peran para pengawas juga
menjadipersoalan yang harus dipelajari lebih lanjut. Berbagaikendala iniakan
membuat Pemerintah Kota surabaya sulit melakukan pelayanan publik yang
diharapkan masyarakat.

Jika dilihatdari konsep sarundajang, maka birokrasi pemerintahan di
Kota surabaya seharusnya mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat,
walau dalam standar yang minimal. Misalnya dalam hal ini pemerintah Kota
surabaya harus membuat standar pelayanan minimal di bidang kesehatan dan
ketenagakerjaan yang mampu: 1) menjamin setiap warga masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan di bidang kesehatan; 2) menjamin setiap warga
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan'di bidang ketenagakerjaan; 3)
memberlakukan mekanisme akses jaminan sosial yang jelas dan konkret,
sesederhana mungkin, tidak terlalu banyak dan mudah diukur.

Berdasarkan konsep Dwiyanto, Pemerintah Kota Surabaya seharusnya
mampu memberikan pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel.
Namun karena banyak kendala yang dihadapiselama ini, maka kesiapan akan
penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan uu BPJS akan terkendala pula.

Jika dilihat dari konsep Jusuf, PNS di pemerintahan Kota Surabaya
dapat berperan penting dalam penhyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan
UU BPJS, dalam hal ini PNS mempunyaitiga tugas pokok 1) Memberikan
pelayanan di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan yang rutin kepada
masyarakat; 2) Melakukan pemberdayaan (empowermenf) terkait masalah
jaminan sosial dan ketenagakerjaan terhadap masyarakat; 3) Menyelenggarakan
pembangunan (developmentl di tengah masyarakat, dalam hal ini mefalui
pemberian pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan yang berkualitas tinggi.

Mengenaijamkesda di Kota Surabaya, jika dilihat dari konsepAsyhadie
dan Kertonegoro, jamkesda merupakan usaha-usaha yang dimaksudkan untuk
memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Sedangkan berdasarkan
konsep Soendoro, jamkesda di Kota Surabaya dapat dilihat sebagai "pembebasan
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kesulitan masyarakat" atau 'suatu upaya untuk membebaskan masyarakat dari
kesulitan" di bidang kesehatan.

Jika dilihat dari konsep Subianto, jamkesda di Kota Surabaya dapat
disebut sebagai suatu sistem untuk memberikan energi bagi setiap warga
masyarakat untuk membangun cita-cita menuju masyarakatyang adil, makmur
dan sejahtera. Jaminan sosialmerupakan satu sistem yang dibangun, secara
mikro maupun makro, yang akan berdampak positif bagi kehidupan masyanakat,
dan sekaligus membangkitkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat

8.2. Pemerintah Kota Medan
2.a. Kesiapan

Belum ada sosialisasi penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan
UU BPJS. Tebpi Pemerintah Koh Medan akan mengikutiketetapan pemerintah
pusa[3r Dalam hal initerlihat bahwa perecanaan penyelenggaraan jaminan sosial
berdasarkan UU BPJS masih menjadi porsi kerja ditingkat pusat dan Pemerintah
Kota Medan masih bersifat menunggu.

Dinas Sosialdan Tenaga Kerja Kota Medan masih menjalankan tugas
dan fungsi seperti biasa, yaitu verifikasi data untuk membantu menentukan
pemberian jamkesmas dan jamkesda. Penedma bantuan JPKMS di Kota Medan
beberapa bhun terakhir adalah: Tahun 20 1 0 ( 1 90 oran g); Tahun 20 1 1 (646 orang);
Tahun 2012 (839 orang, s.d. Bulan Oktober).u Belum ada sosialisasi tentang
penyelenggaraan jamfnan sosial nasional berdasarkan UU BPJS, dan Pemerinbh
Kota Medan masih bekerja sebagaimana biasa termasuk memberikan layanan
kesehatan melalui jamkesmas dan jamkesda.

2.b. Kendala
Selama ini program jamkesmas diprioritaskan bagi masyarakat miskin,

namun banyak salah sasaran. Orang yang layak justru tidak menerima, dan
yang tidak layak justru menerima. Kriteria orang miskin harus diperbaikisesuai
kenyataan di lapangan. Contoh, Upah Minimum Kota Medan hanya sekitar Rp.
1,2 Juta,jumlah ini lebih kecildari penghasilan tukang becak di Kota Medan
yang per harinya rata-rata Rp. 50 Ribu. Di Kota Medan orang yang mempunyai
motor dianggap tidak miskin, padahal kenyataan tidak demikian.s Dengan

31 Hasil wawancartr dengan Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan
Kota Medan, Kamis, 8 November 2012.
? Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bina Sosial dan Kepala Bidang Pelayanan Sosial
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, Rabu, 7 November 2012.
s Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan
Kota Medan, Kamis,8 November2012.
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memperhatikan trend dalam masyarakat, data kemiskinan perlu di_updafesesuai
perkembangan. Ini penting, agar progmm pemerintah tidak sia-sia.

uu SJSN dan uu BpJS tidak serius menanganimasalah kesehatan.
Pada saat berlakunya uu BPJS, harus jelas siapa yang ditanggung pemerintah,
apakah masyarakat miskin saja atau seluruh masyarakat?.s Dalam haliniterlihat
betapa sosialisasi merupakan hal yang sangat penting, dan perlu dilakukan
penyamaan persepsitentang uu SJSN dan UU BPJS di antara para petugas
lapangan di bidang kesehatan. sayang, sosialisasi hampir tidak ada, sehingga
banyak dokter dan paramedis yang masih ragu apakah sistem jaminan sosial
nasional berdasarkan uu BpJs akan dapat diimplementasikan di lapangan.

saat berlakunya uu BPJS, perlu kejelasan mekanisme tentang premi,
sasaran, koordinasi dan shartng antara pemerintah pusat dan pemerintah kota,
dan yang lebih penting lagiadalah kriteria orang miskin.s Hal ini merupakan
suatu keharusan untuk dilakukan, karena tanpa kejelasan mekanisme dan siapa
yang akan dilayanimaka penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan uu BpJS
tidak akan berhasil sebagaimana yang diharapkan.

2.c. Ketanjutan Program Jamkesda
selama ini Pemerintah Kota Medan telah memiliki program jamkesda

yang memberikan perlindungan kepada masyarakal program tersebut disambut
baik, karena dapat membantu meringankan beban masyarakat.'. Belum jelas bagaimana kelanjutan program Jamkesda di Kota Medan.

Namun Pemerintah Kota Medan akan mengikutikebijakan pemerintah pusat,
termasuk kemungkinan peleburan program jamkesda dengan BpJS Kesehatan.

Jika dilihat dari konsep widaningrum, jamkesda di Kota Medan
merupakan implikasi pada perluasan ruang bagi pemerintah daerah untuk
mengelola pelayanan publik. Halini mengandung makna bahwa pemerintah
daerah sanggup melaksanakan urusan-urusan yang menjadi kewenangannya,
sehingga pemerintah yang berada ditingkat yang lebih tinggi tidak perlu terlibat.
Dengan cara seperti ini pemerintah akan lebih dekat dengan masalah-masalah
masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.

sarundajang melihat pentingnya birokrasi di era otonomi daerah harus
mempunyai tolok ukur untuk menilai kinerja pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat umum. standar pelayanan minimal (spM) harus mampu menjamin
akses masyarakat mendapat pelayanan dasaryang wajib disediakan pemerintah
daerah sesuai ukuran yang ditetapkan oleh pemerinbh. Dalam hal ini pemerintah
Kota Medan perlu memilikistandarpelayanan minimaldi bidang kesehatan dan

s Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Kamis, g November 2012.
35 Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Kamis, g November 2012.
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ketenagakerjaan dalam rangka penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan

UU BPJS. Namun jika dilihat kenyataan selama ini bahwa banyak bantuan

salah sasaran, data yang tidak valid, serta berbagai kendala lainnya, maka

dapat dikatakan Pemerintah Kota Medan belum siap sepenuhnya untuk

mengimplementiasikan UU BPJS. Meskipun Pemerintah Kota Medan memiliki

komitmen yang tinggi untuk mengikuti ketetapan pemerintah pusat di bidang
jaminan sosial, namun secara nyata Pemerintrah Kota Medan masih harus

mempersiapkan banyak hal untuk mendukung program nasional di bidang

jaminan sosial di wilayahnya .

Berdasarkan Dwiyanto, Pmerintah Kota Medan perlu mengembangkan

kebijakan $ng Uenar-benar mengabdikan dirinya pada kepentingan publik dan

menghasilkan pelayanan publik yang efisien, responsif, dan akuntabel. Salah

satuyang dapatdilakukan adalah mengedepankan peran PNS Pemerintah Kota

Medan, yang menurutJusuf, merupakan elemen dasardalam sistem birokrasi

pemerintahan yang mengemban tuga tugas pokok: 1) Memberikan pelayanan

umum (pubtic service) yang rutin kepada masyarakat khususnya di bidang

kesehatan dan ketenagakerjaan; 2) Melakukan pemberdayaan masyarakat

khususnya dalam hal pemahaman masalah jaminan sosial dan mengakses
pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan; 3) Menyelenggarakan pembangunan

ditengah masyarakatmelaluipelayanan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan

Berdasarkan Asyhadie dan Kertonegoro, jamkesda di Kota Medan

merupakan usaha-usaha di bidang kesehatan yang dapat dikelompokkan dalam

pelayanan sosial. Sedang berdasarkan Subianto, jamkesda merupakan suatu

sistem yang dapat memberikan energi bagi setiap warga masyarakat untuk

menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Itl. Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan
Pemerintah Kotra Surabaya dan Kota Medan akan mendukung kebijakan

pemerintah pusatterkait penyelengganaan jaminan sosialberdasarkan UU BPJS.

Namun demikian, belum ada persiapan khusus untuk menjalankan kebijakan

pemerintah pusatterkait penyelenggaraan jaminan sosialberdasarkan UU BPJS.

Beberapa kendala yang mungkin akan dihadapidalam penyelenggaraan

jaminan sosial berdasarkan UU BPJS di Kota Surabaya antara lain masalah
pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan belum jelasnya peran Dinas

Tenaga Kerja. Kendala lain adalah masalah pembayaran iuran premipara pekerja,

yang selama ini masih menjadi keberatan para pekerja. Sedangkan kendala
yang dihadapioleh Pemerintah Kota Medan antara lain masalah validitas data
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kemiskinan yang dijadikan dasar untuk memberikan bantuan dan mekanisme
yang tidak jetas.

Terkait kelanjutan program jamkesda di kedua kota tersebut, belum
ada kejelasan tentang kelanjutan prolramlamkesda, 

"p"t"n 
p.gram tersebut

akan dipertahankan, dihapus, atau direbur dalam BpJS Keserr-atan, r.r"rrn
demikian, Pemerintah Kota surabaya dan Kota Medan siap mengikutiaturan
pemerintah pusat terkait hal ini.

B. Rekomendasi
Mefaluitugas dan fungsinya dibidang pengawasan dan penganggaran,

DPR Rl perlu mengawal persiapan penyelenggaraan jaminan sosiat berdasarkan
UU BPJS melalui langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menampung berbagai masukan daram rangka penyerenggaraan jaminan

sosial berdasarkan UU BPJS.
2. Mengidentifikasi berbagai kendala yang mungkin akan terjadidalam awal

penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan UU BPJS.
3. Mendorong koordinasiyang baikantara pemerintah pusatdan pemerintah

daerah dalam rangka penyiapan penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan
UU BPJS.

4. Mengawasilangkah-langkah pemerintah pusatdanpemerintahdaerahdalam
penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan UU BPJS.
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